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BAB I 

PENDAHULUAN 

.  

1.1.Latar Belakang  Masalah 

           Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah  memasuki babak baru dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah 

prinsip-prinsip otonomi daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta 

pelaksanaan otonomi daerah diarahkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, 

pelaksanaan otonomi harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, 

baik sebagai fungsi legislasi,fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas 

penyelenggaraan pemerintah Daerah. 

          Otonomi  merupakan garda terdepan dalam Negara kesatuan sebagai penjaga Negara 

kesatuan sebab, otonomi memikul beban dan pertanggung jabwaban pelaksanaan tata 

pemerintahan yang demokrasi berdasarkan atas hukum, untuk mewujudkan pemerataan 

kesejaahteraan dan keadilan disegala bidang, Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan  menggurus dan mengatur  

semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pusat, Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

          Ada dua kata kunci dalam pemberian kewenangan bagi daerah otonomi yaitu kata 

“mengatur dan “menggurus” Kewenangan mengatur berarti menciptakan norma atau aturan 

hukum tertulis yang berlaku umum dan bersifat abstrak, sedangkan menggurus berarti 

melaksanakan hukum tertulis dan ditujukan kepada indifidu ataupun kelompok. Produk 

perbuatan mengatur adalah Peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah atau ketentuan 



lainnya, Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam ranggka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

           Peraturan Daerah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

pembentukan Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan, oleh 

karena itu Peraturan Daerah  dan produk-produk legialasi daerah lainnya menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari hukum nasional secara keseluruhan, oleh sebab itu 

pengembangannya harus tetap berjalan diatas prinsip-prinsip dasar pengembangan hukum 

Nasional pada umunya seperti prinsip dasar Negara Konstitusi dan Negara hukum dengan 

Prinsip kerayatan, kesejahteraan, Kesatuan serta mengikuti asas-asas pembentukan peraturan 

perUndang-Undangan. 

          Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana tranformasi sosial dan demokrasi, 

sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat 

dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta mewujudkan Pemerintahan yang baik sebagai 

bagian dari pembangunan yang berkesinambungan didaerah, melalui mekanisme 

pembentukan peraturan Daerah yang berencana, aspiratif dan berkualitas. 

           Peraturan Daerah dapat menciptakan Multiplier effect, yakni menjadi penggerak utama 

bagi perubahan mendasar diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang 

diperlukan oleh daerah dan  kebijakan yang ada keberpihakan kepada masyarakat melalui 

Peraturan Daerah, yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah bersama 

Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dituntut kemampuannya untuk dapat menetapkan 

kebijakan-kebijakan daerah tersebut dengan tujuan melaksanakan otonomi Daerah sesuai  

dengan fungsinya masing-masing dan selanjutnya menuangkan dalam Peraturan Daerah yang 

berkualitas, yang memenuhi unsur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik 



ditinjau dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, agar  setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi terncapai tujuan bersama1.  

           Pemerintah yang baik (good governance) menuntut keterlibatan seluruh elemen yang 

ada dalam masyarakat, Pemerintah yang dekat dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat 

mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan,  kepentingan serta aspirasi 

rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yag dibuat akan dapat mencerminkan apa 

yang menjadi kepentingan rakyat yang dilayani, dan  akan mampu menyediakan layanan 

masyarakat lokal secara efisien, Desentralisasi dapat pula meningkatkan akuntabilitas, 

kecakapan politik (political skill). 

          Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) sebagai 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan atau 

kapabilitasnya dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah. Berbagai kebijakan yang 

diambil untuk melaksanakan otonomi Daerah harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

Daerah. 

            Dilihat dari proses legislasi membutuhkan partisipasi masyarakat dan stekhorder 

terkait, sedangkan dari sisi substansinya legislasi harus mencerminkan kepentingan publik 

atau masyarakat dan merupakan  strategi untuk percepatan pembangunan daerah. Dari aspek 

yuridisnya legislasi harus merupakan perangkat hukum yang mampu membangun  kepastian 

hukum. 

         Salah satu upaya untuk menjaga produk Hukum daerah tetap berada dalam kesatuan 

sistim hukum nasional dan berkesenambungan, penyelenggraaan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yaitu  DPRD bersama 

Kepala Daerah, agar setiap kebijakan yang diambil mengarah kepada kebutuhan dan 

keberpihakan kepada masyarakat, artinya prakarsa dapat dari DPRD  maupun dari 

                                                 
1Ryas Rasyid, 1998 Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah , PT. Pustaka LP3ES, 

Jakarta, Tahun 1998  hlm 139.  



Pemerintah. Disinilah dituntut kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut disamping 

kinerja Pemerintah itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah selalu disorot oleh masyarakat. 

          Pemberdayaan sumber daya manusia dalam ilmu hukum didaerah harus memperoleh 

priolitas, karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemberdayaan pelaksanaan 

hukum  unsur  manusia atau orang sangat menentukan, karna sistim hukum hanyalah sesuatu 

yang abstrak dan sekedar konsep, yang sering terjadi apakah sistim tersebut mencapai tujuan 

atau tidak, tergantung pada unsure manusianya yang menjalankan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1.Kesimpulan . 

1. Undang-Undang telah memberikan kewenangan yang lebih kepada DPRD dalam 

pelaksanaan fungsi yaitu fungsi legislasi, sebagai lembaga perwakilan  rakyat 

kebijakan yang diambil oleh anggota DPRD belum sejalan dan belum menyuarakan 

kepentingan masyarakat. DPRD bertugas menampung, menyalurkan dan 

memperhatikan serta mempertahankan  aspirasi masyarakat sesuai kemampuan 

daerah, belum terlaksana sebagaimna mestinya, namun secara teori dalam 

pembahasan sampai pengundangan telah menururt peraturan perundang-undangan. 

2. Pelaksanaan kinerja dapat diukur dari kualitas perda yang dihasilkan oleh 

Pemerintahan Daerah yaitu DPRD  bersama Kepala Daerah, Perda yang dihasilkan  

dalam tiga periode yaitu periode 1999-2004, periode 2004-2009 dan periode 2009-

2014  masih didominasi oleh perda retribusi dan pajak, sedangkan perda  kebutuhan 

masyarakat tidak lebih dari 10 % dari jumlah perda yang dihasilkan, belum 

berjalannya kebijakan yang berbasiskan kesejahteraan masyarakat. 

3. Faktor yang mempengaruhi secara yuridis datangnya dari Rancangan yang 

bertentangan dengan kepentingan umum, dan juga datang dari DPRD  kurangnya 

pemahaman terhadap tujuan Ranperda, tumpang tindihnya penganalisaan sesuai 

dengan ilmu dan kemampuan masing-masing anggota DPRD (SDM), terjadi dialog 

yang panjang sehingga sulit untuk mendapatkan kata sepakat, Kurangnya kerja sama 

antar anggota  dan  kurangnya anggaran untuk melahirkan Perda inisiatif. 

4. Pendidikan non formal yang disediakan untuk anggota DPRD  oleh Pemerintah Pusat 

maupun Daerah, harusnya dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD, serta 



kurangnya komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat dan  akuntabilitas 

wakil rakyat terhadap konstituennya kurang jelas, Partai Politik dalam merekrut calon 

yang akan diusulkan sebagai  caleg tidak lagi berdasarkan AD/RT Partai, tapi 

berdasarkan kebijakan pimpinan partai. kurang nya kerja sama dalam melakukan 

tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. 

 

4.2.Saran 

1. Sebagai wakil Rakyat yang mewakili warga Kota Bukittinggi, anggota DPRD terpilih 

harus sudah selayaknya menampung aspirasi masyarakat  ditindak lanjuti sesuai 

kemampuan Daerah, apakah melalui Perda atau melalui Perwako, yang paling 

strategias adalah melalui hak inisiatif DPRD. 

2. Dalam pelaksanaan kinerja diharapkan DPRD Kota Bukittinggi lebih melihat kepada 

kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan disegala  bidang, jangan hanya 

melahirkan kewajiban masyarakat tapi harus lahir juga yang bentuknya Hak yang 

harus diperoleh dari Pememrintah atas kewajiban yang telah dilaksanakan nya. 

3. Agar tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan 

sebagaimana mestinya ,diharapkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD 

mengangarkan kebutuhan anggaran untuk pembahasan Perda, Sekretaris DPRD  agar 

mempasilitasi apa yang menjadi penghambat kinerja DPRD seperti pustaka dan 

semua ini dapat diselesaikan dalam pengusulan kebutuhan yang dibahas dalam 

Panggar Eksekutif dan legislatif, diharapkan anggota DPRD Kota Bukittinggi lebih 

menjaga silahturahmi dan rasa tanggung jawab sebagai wakil rakyat, 

4.  DPRD Kota Bukittinggi agar memanfaatkan sebaik-baiknya pendidikan nonformal 

yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Partai politik 

harus  melakukan perubahan dalam merekrut kader yang  akan diusulkan sebagai 



wakil rakyat agar mempriolitaskan kader yang militant dan punya SDM serta 

wawasan, diharapkan setiap anggota DPRD terpilih menyadari diusung oleh Partai 

pilitik ke Lembaga Perwakilan Rakyat adalah sebagai wakil rakyat. Dan anggota 

DPRD tetap menjaga komunikasi yang baik dengan konsituennya didaerah.         
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